BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.480, 2020 KEMENLU. Organisasi Profesi. Jabatan
Fungsional. Pembentukan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PROFESI
JABATAN FUNGSIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun
2018 tentang Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan
Fungsional sudah tidak sesuai dengan perkembangan
kebutuhan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga
perlu dilakukan perubahan,;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil, Instansi Pembina perlu
mengatur tata cara pembentukan organisasi profesi dan
hubungan kerja jabatan fungsional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2018

tentang Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan
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Mengingat

Fungsional;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang
Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 tentang
Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 100);

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor
SK.06/A/01/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar
Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri
Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun
2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan
Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1265);

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar
Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 590);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2018 tentang
Jabatan Fungsional Diplomat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 126);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2018 tentang

Jabatan Fungsional Penata Kanselerai (Berita Negara
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Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 336);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2018 tentang
Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Tahun 2018
Nomor 337);

11. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 16 Tahun 2019
tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Diplomat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1049);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR 7
TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
PROFESI JABATAN FUNGSIONAL.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun
2018 tentang Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan
Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 1176), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (6) Pasal 3 diubah ,sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Diplomat wajib berhimpun dalam wadah Organisasi
Profesi Jabatan Fungsional Diplomat.

(2) Penata Kanselerai wajib berhimpun dalam Wadah
Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penata
Kanselerai.

(3) Pranata Informasi Diplomatik wajib berhimpun
dalam wadah Organisasi Profesi Jabatan Fungsional
Pranata Informasi Diplomatik.

(4) Menteri mengukuhkan 1 (satu) Organisasi Profesi

bagi masing-masing jabatan fungsional berdasarkan
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(6)

keputusan kongres.

Tugas Organisasi Profesi jabatan fungsional

meliputi:

a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;

b. memberikan advokasi;

c. memeriksa dan memberikan rekomendasi
ataspelanggaran kode etik dan kode perilaku
profesi; dan

d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan
maksud,tujuan, dan kegiatan Organisasi
Profesi.

Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) huruf a ditetapkan oleh

Organisasi Profesi setelah mendapat persetujuan

dari Menteri.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN diubah, sehingga BAB V

berbunyi sebagai berikut:

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 Mei 2020

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RETNO L. P. MARSUDI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2020

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA



